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Upaya untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida kerap dilakukan pada masa transisi setelah pergantian pemerintahan, baik dari pemerintahan yang ototriter kepada yang demokratis, ataupun dari negara yang terjajah menjadi negara merdeka, bahkan seusai terjadinya perang saudara. Upaya masyarakat  internasional untuk mengadili pelaku kejahatan di atas telah dimulai sejak Pengadilan Penjahat perang Nurmberg dan Tokyo, ICTY dan ICTR, hingga terakhir dibentuknya suatu Mahkamah Pidana Internasional yang Permanen, yaitu International Criminal Court (ICC). 


Harus difahami bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan universal melalui mekanisme internasional hanyalah sebagai pelengkap dari sisttem penegakan melalui mekanisme hukum nasional. Mekanisme internasional dilangsungkan ketika mekanisme nasional mengalami kegagalan, ketidak mampuan atau pun ketidakmauan untuk menegakan keadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip exhaustion of local remedies dalam hukum internasional yang pada dasarnya ditujukan untuk menghormati kedaulatan hukum suatu negara.


Demikian pula dengan Indonesia, Didirikannya Pengadilan HAM dimaksudkan agar para pelaku kejahatan serius, yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang berat, tidak diadili di forum pengadilan internasional. Dengan kata lain menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia berkehendak dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.


Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang adanya alternatif lain yang dapat ditempuh ketika suatu negara dihadapkan kepada dua pilihan di atas, sementara sistem penegakan domestik belum bisa berjalan secara efektif.

Penegakan HHI dan HAM pada Pengadilan HAM Indonesia 


Didasarkan pada TAP MPR No. XVII/1998 dan UU No. 39/1999 serta guna memenuhi tuntutan masyarakat, baik nasional maupun internasional, dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi semasa Pemerintahan Rejim Orde Baru, khususnya kasus pelanggaran HAM di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat, Indonesia mengeluarkan UU No. 26 tentang Pengadilan HAM. Pembentukan UU ini didasarkan atas pertimbangan bahwa: pelanggaran berat HAM bukan kejahatan biasa, melainkan extra ordinary crimes yang berdapak luas baik nasional maupun internasional dan tidak diatur di dalam KUHP. Untuk itu diperlukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan yang bersifat khusus, dan untuk kesemua itu diperlukan sistem ad hoc. Untuk penyelidikan dilakukan oleh KOMNAS HAM, penyidikan oleh jaksa penuntut umum ad hoc serta hakim ad hoc pula. Dalam pertimbangan UU tersebut juga disebutkan bahwa diperlukan jangka waktu tertentu dalam kesemua proses di atas dan diperlukannya ketentuan mengenai perlindungan krban dan saksi. Untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum UU ini berlaku, dapat dibentuk Pengadilan HAM ad hoc, yang didasarkan kepada usulan DPR.


Sebagai perwujudan dari ketentuan di atas, kemudian dikeluarkanlah KEPPRES No. 96/2001 yang menetapkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok tahun pada 1984 dan Timor Timur yang terjadi pada bulan April dan September 1999. Sejak tahap persiapannya, pembentukan pengadilan ini telah mengundang banyak protes. Pemilihan hakim ad hoc yang terdiri dari hakim karir dan hakim non-karir, telah mengecewakan berbagai kalangan karena dianggap tidak dilakukan secara transparan. Beberapa calon hakim diragukan independensinya. Kemampuan para hakim dan jaksa ad hoc pun disoroti dengan tajam, karena menurut pengamatan sementara kalangan dianggap kurang memenuhi persyaratan. Namun demikian pada saat itu belum banyak yang memberikan perhatian terhadap substansi hukum dari UU No. 26/2000. Kelemahan lain, yang juga kurang mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya para pengamat, adalah kurangnya sarana penunjang untuk penyelenggaraan pengadilan tersebut. Sedangkan kelemahannya lainnya tidak terlepas dari kelemahan peradilan Indonesia pada umumnya, yaitu kurangnya budaya untuk menghormati proses persidangan.


Beberapa kelemahan dari segi legislasi dapat didientifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengertian pelanggaran HAM yang berat: UU No. 26 menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal UU No. 39/1999 yang mendasari UU ini dalam penjelasan Pasal 104 mendefinisikan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan masal, pembunuhan sewenang-wenang atau d luar putusan pengadilan (extra judicial killing), penyiksaa, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematik. Sementara untuk kejahatan-kejahatan itu, Statuta Roma menyebutnya sebagai the most serious crimes.

2. Walaupun UU ini mengacu kepada Statuta Roma, tetapi pada kenyataannya tidak memasukan kejahatan perang ke dalam yurisdiksinya. Statuta Roma secara rinci mengatur tentang kejahatan perang yang dikategorikan sebagai: 

a. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;

b. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang biasa diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional;

c. Pelanggaran serius terhadap Pasal 3 pada keempat Konvensi Jenewa 1949, untuk sengketa bersenjata non-internasional.

d. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan dalam sengketa bersenjata non-internasional.

3. Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU No. 26, tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang unsur tiga elemen penting dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu: meluas (widespread), sistematik (sytematic), dan diketahui (intentsi). Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan problema intepretasi yang berimplikasi pada pembuktian di persidangan. Sementara untuk kemudahan aplikasi dalam persidangannya, Statuta Roma melengkapinya dengan element of crimes, yang secara rinci memberi arahan tentang unsur-unsur kejahatan dari masing-masing jenis kejahatan yang dikembangkan melalui case law baik dalam lembaga peradilan internasioal maupun nasional

4. Terjemahan yang keliru oleh UU terhadap definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hal kata directed  yang seharusnya diartikan ditujukan, tetapi dalam UU ini disebut ditujukan secara langsung. Kata langsung ini dikhawatirkan dapat diintepretasikan bahwa hanya pelaku langsung lah yang dapat dikenakan pasal ini, sedangkan atasan yang seharusnya turut bertanggung jawab tidak dapat dikenakan.

5. Dalam rincian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dicantumkan perbuatan tidak manusiawi lainnya (other inhuman act) dengan sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang mendalam, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan fisik, sebagaimana yang tertuang dalam Statuta Roma. Dengan demikian untuk kejahatan-kejahatan lain dalam skala yang meluas dan sitematis, seperti pembumihangusan tidak dapat didakwakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Karena Statuta Roma dilengkapi dengan element of crimes dalam suatu instrumen yang terpisah dari Statuta namun dipandang sebagai suatu kesatuan dengan Statuta, maka apabila UU No. 26/200 memang mengacu kepada Statuta tersebut, sudah selayaknyalah unsur-unsur kejahatan sebagaimana dalam element of crimes tersebut juga termasuk ke dalam UU ini, setidak-tidaknya di dalam penjelasan pasal demi pasalnya.

Dalam UU No. 26/2000 ditentukan bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang berlangsung sebelum UU ini berlaku dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Kritik terhadap ketentuan ini banyak disampaikan terutama adanya kekhawatiran bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc akan diboncengi kepentingan politik. Dengan demikian dikhawatirkan bahwa kekuasaan yudikatif akan dipengaruhi lembaga legislative yang sarat dengan pertimbangan politik.

Walaupun sangat terlambat, UU No. 26 juga dilengkapi dengan PP No. 2/2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Namun demikian pada kenyataannya kehadiran saksi pada persidangan sangatlah kurang, dengan alasan tidak adanya jaminan keamanan dan minimnya biaya untuk menghadirkannya. 

Hal lain yang menyulitkan dari UU tersebut adalah adanya batas waktu persidangan selama 180 hari. Hal ini dirasakan menyulitkan karena pada kenyataannya, persidangan yang berlangsung satu kali dalam satu minggu membatasi hari persidangan (trial day) hanya sebanyak 24 kali. Apabila dibandingkan dengan trial day di ICTY, ternyata rata-rata sebanyak 200 kali persidangan. Sedangkan apabila dihitung lamanya sangatlah bervariasi dari yang hanya 2 bulan hingga yang 2,5 tahun. Disamping itu juga persidangan di ICTY dilakukan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan dilakukan setiap hari kerja. Hakim yang menangani tidak melakukan persidangan atau aktivitas lain selain berkonsentrasi pada kasus yang ia tangani. 

Ditetapkannya hukuman minimum bagi pelaku kejahatan ini menimbulkan kesulitan tersendiri. Timbul pro dan kontra terhadap keputusan yang menjatuhkan hukuman di bawah minimum. Di satu sisi hakim dianggap telah berani melakukan terobosan, di pihak lain hakim dianggap telah melanggar undang-undang. Apabila kita merujuk kepada praktek internasional memang tidak ada satu pun yang mencantumkan ketentuan tentang minimum sentencing ini dan  praktek menunjukkan bahwa banyak kasus yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah 10 tahun. 

Berbagai kritik banyak dilakukan terhadap proses pengadilan ini, terutama pada lemahnya surat dakwaan dari jaksa penunut umum ad hoc. Untuk itu diusulkan agar Pengadilan HAM ini dilengkapi dengan lembaga pre-trial chamber untuk memeriksa kelayakan suatu dakwaan sebelum diajukan ke persidangan, termasuk penjadwalan sidang dan penyediaan saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan. 

Berbagai kekurangan di atas, menimbulkan kesulitan bagi para hakim ad hoc, dan memberi kesan seolah-olah Indonesia tidak memiliki kesungguhan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. 

Pengadilan Hibrida (Internasionalisasi Pengadilan Nasional): Suatu Alternatif


Suatu eksperimen untuk menegakan HHI dan HHAM melalui forum pengadilan nasional telah diupayakan melalui pembentukan hybrid court, yang disebut juga pengadilan nasional yang diinternasionalkan (internationalized of domestic tribunals). Upaya ini telah dilakukan di negara-negara yang di mana pelanggaran berat terhadap HHI dan HHAM telah berlangsung, yaitu di Kamboja, Timor Leste, Kosovo dan Sierra Leone.

Runtuhnya rejim Khmer Merah menyusul invasi Vietnam pada tahun 1979 menimbulkan tuntutan masyarakat nasional dan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan serius yang dilakukan rejim tersebut ketika berkuasa. Namun Pemerintahan yang baru tampak tidak bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Pengadilan in absentia terhadap Pol Pot dan Ieng Sary dilangsungkan, tapi praktek impunitas berupa amnesti dan kekebalan hukum dengan alasan demi rekonsisliasi juga diberikan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.


Guna mengakomodasikan tuntutan yang semakin meluas untuk menghapus impunitas bagi para pelaku kejahatan tersebut, pada tahun 1997 Pemerintah Kamboja meminta bantuan PBB, yang kemudian berdasarkan Resolusi Majelis Umum No. 52/135 membentuk Kelompok Para Akhli (Group of Expert). Kelompok ini diberi mandat untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti-bukti guna menentukan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan; memberikan pertimbangan tentang penangkapan pelaku; dan mempelajari tentang kemungkinan dihadapkannya para pelaku ke pengadilan nasional ataupun internasional. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Kelompok ini kemudian mengusulkan agar dibentuk suatu mahkamah internasional di bawah PBB. Hal ini didasari pertimbangan bahwa peradilan di Kamboja dipenuhi praktek korupsi dan dipengaruhi faktor-faktor politis, sehingga dianggap berada di bawah standar internasional sistem peradilan pidana yang efektif berdasarkan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Lebih rinci lagi Kelompok Para Akhli menyimpulkan bahwa Sistem Peradilan Kamboja kurang memenuhi tiga kriteria utama suatu sistem peradilan yang adil dan efektif, yaitu: ketiadaan hakim, pengacara dan penyidik yang terdidik; ketiadaan infrastruktur yang layak; ketiadaan budaya menghormati proses hukum.


Pemerintah Kamboja tidak setuju dengan rekomendasi pembentukan mahkamah internasional yang diajukan Kelompok Para Akhli, dengan alasan bahwa penuntutan terhadap para pimpinan Khmer Merah harus mempertimbangkan kepentingan perdamaian dan rekonsiliasi di Kamboja. Dan apabila dilakukan dengan kurang hati-hati dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan di antara mereka dan dapat menimbulkan perang gerilya baru.  Selanjutnya dikatakan bahwa pengadilan Kamboja sepenuhnya berwenang dan mampu untuk mengadili mereka. Lagi pula pelaku kejahatan adalah orang Kamboja dan perbuatannya pun dilakukan di Kamboja. 


Setelah melalui perundingan yang alot, kemudian disepakati bahwa akan dibentuk pengadilan khusus dibawah hukum dan pengelolaan Kamboja, sehingga tetap di dalam kerangka sistem peradilan Kamboja,  tetapi dengan menggunakan partisipasi internasional. Pengadilan ini akan mengikutsertakan hakim, jaksa asing walaupun mayoritas dari Kamboja. Kompromi ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-undang Pendirian Pengadilan Luar Biasa Untuk Mengadili Kejahatan Pada Masa Pemerintahan Republik Demokratik Kamboja (Law on Extra Ordinary Chambers). Pengadilan Luar Biasa ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama (tral) banding (appeal dan kasasi (Supreme Court), yang kesemuanya menggunakan komposisi hakim campuran dengan mayoritas hakim Kamboja. Disamping itu ditentukan pula dua Jaksa Pendamping (Co-Prosecutors) dan dua Pendamping Hakim Penyidik (Co-Investigating Judges) Yurisidksi mahkamah meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa, pelanggaran terhadap Konvensi Perlindungan Cagar Budaya dalam Konflik Bersenjata tahun 1954, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 khususnya tentang kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, KUHP Kamboja khususnya tentang pembunuhan, penyiksaan dan persekusi agama. Pengadilan ini dirancang untuk mengadili para pimpinan senior Pemerintah Demokratik Kamboja dan yang paling bertanggungjawab atas kekejaman yang terjadi pada periode 1975 – 1979, sedangkan para kader pada lapisan bawah sebagian besar luput dari pengadilan.


Berdasarkan Undang-undang tersebut ditentukan bahwa semua hakim, baik lokal maupun internasional dipilih oleh Supreme Council of the Magistracy, termasuk pemilihan Ketua Pengadilan yang ditentukan harus orang Kamboja. Sedangkan untuk hakim dan jaksa asing Supreme Council  memilih dari calon-calon yang diajukan oleh negara-negara anggota PBB atau lembaga hukum asing lainnya, atau sebagai upaya terakhir dapat juga dipilih orang Kamboja untuk menggantikannya. Untuk Pengadilan Tingkat Pertama, terdiri dari tiga hakim Kamboja dan dua hakim internasional, sedangkan untuk Pengadilan Banding terdiri dari empat hakim Kamboja dan tiga hakim internasional. Untuk Pengadilan Kasasi terdiri dari lima hakim Kamboja dan empat hakim internasional.


Untuk membuat suatu keputusan digunakan sistem super majority pada setiap tingkatan pengadilan apabila tidak dicapai suara bulat, suatu keputusan bersalah atau tidak bersalah dapat dibuat atas dasar qualified majority. Sebagai contoh, apabila pada Pengadilan tingkat pertama terdiri dari lima hakim, yang terdiri dari tiga hakim Kamboja dan dua hakim internasional, maka keputusan hanya dapat dibuat atas persetujuan dari sekurang-kurangnya empat hakim. Akibatnya adalah apabila semua hakim Kamboja saja memberikan suara yang sama, maka tidak dapat dibuat keputusan tanpa keikutsertaan dari setidak-tidaknya dari satu hakim internasional.


Dalam sistem ini juga dikenal adanya Co-Investigating Judges yang terdiri satu hakim Kamboja dan satu hakim internasional, yang bersama-sama bertanggung jawab dengan status yang sama. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penyidikan atas dasar informasi dari sumber yang tidak terbatas dan dapat meminta keterangan dari, tertuduh, korban maupun saksi, serta mengumpulkan bukti-bukti. Disamping itu juga Pengadilan ini dilengkapi dengan lembaga Pra-Peradilan (Pre-Trial Chamber), untuk menentukan layak tidaknya suatu tuntutan dilanjutkan atau tidak, yang sekaligus juga memecahkan perbedaan diantara Co-Investigating Judges.


Hukum materiil yang digunakan dalam Pengadilan ini juga merupakan kombinasi antara instrumen hukum nasional dan hukum internasional. Untuk pembunuhan, penyiksaan dan persekusi agama digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1956, dengan menambah masa daluwarsa dengan dua puluh tahun. Sedangkan untuk kasus genosida digunakan Pasal I dan II Konvensi Genosida 1948, karena Kamboja merupakan negara peserta Konvensi tersebut. Digunakannya ketentuan genosida ini karena sasaran pembantaian Khmer Merah pada waktu itu bukan saja orang-orang yang bersebrangan faham politik dan kaum intelektual perkotaan saja, melainkan juga kelompok etnis tertentu, seperti  orangt-orang Champ, Cina, para pendeta Budha dan kelompok minoritas lainnya. Sedangkan pengertian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan pada umumnya telah mendekati pengertian kejahatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Statuta ICTR.


Undang-undang tersebut juga mencantumkan bahwa yurisdiksi Pengadilan Luar Biasa meliputi pelanggaran berat (grave breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949. Namun mengenai grave breaches ini disyaratkan adanya konflik bersenjata internasional diantara negara peserta Konvensi Jenewa. Pada masa Pemerintahan Khmer Merah memang terjadi permusuhan dengan negara-negara tetangga, yakni dengan Vietnam, Laos dan Thailand, yang kesemuanya negara peserta Konvensi Jenewa tetapi belum ada satu pun yang telah meratifikasi Protokol Tambahan 1977. Apabila situasi permusuhan tersebut memenuhi persyaratan konflik bersenjata internasional, mungkin rejim hukum grave breaches hanya bisa diterapkan pada situasi konflik dengan Vietnam dan dengan Thailand ketika terjadi penyerangan Pasukan Khmer Merah terhadap sebuah desa di Thailand menyusul pelanggaran perbatasan yang kerap dilakukan Pasukan Khmer Merah. 


Karena Kamboja merupakan negara yang kaya akan peninggalan benda-benda  bersejarah yang perlu dilindungi, maka negara tersebut menjadi peserta dari Konvensi Pelrindungan Benda Budaya (Cultural Property Convention) dan Protokolnya. Bangunan dan benda-benda bersejarah di Kamboja banyak yang mengalami kehancuran semasa berkuasanya rejim Khmer Merah, sehingga Undang-undang ini pun mencantumkan ketentuan untuk mengadili dan menghukum atau memberikan sanksi disiplin kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran isi Konvensi tersebut. Undang-undang ini dianggap sebagai instrumen hukum nasional yang pertama yang dapat mengadili pelaku berdasarkan Konvensi tersebut, sedangkan di dalam Statuta ICC maupun Statuta ICTY kejahatan ini termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang. Di dalam sengketa bersenjata internasional, serangan terhadap benda-benda yang dilindungi juga termasuk ke dalam kategori grave breaches terhadap Konvensi Jenewa sehingga dengan sendirinya berdasarkan Undang-undang tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Luar Biasa ini. 


Undang-undang ini pun mencantumkan tentang tanggung jawab pidana secara individual (individual criminal responsibility) dan pertanggung jawban komandan / atasan. Dinyatakan bahwa setiap orang yang merencanakan, menghasut, memerintahkan, membantu, membujuk atau melakukan kejahatan harus bertanggung jawab secara indvidual atas perbuatannya. Dalam hal ini kedudukan atau kepangkatan seseorang tidak membebaskannya dari pertanggungjawbannya secara pidana, atau tidak mengurangi penghukuman. Komandan / atasan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya yang efektif, dan komendan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui baru atau sedang melakukan kejahatan, tetapi komandan tersebut gagal untuk mencegah atau menghukum pelaku. Keseluruhan kalimat ketentuan ini diambil dari Statuta Roma.


Pada tanggal 8 Februari 2002 PBB mengumumkan bahwa perundingannya dengan Kamboja berakhir, dengan mengatakan bahwa proses yang berlangsung dalam persidangan tersebut tidak menjamin terwujudnya standar keadilan internasional yang disyaratkan PBB. Selanjutnya dikemukakan bahwa dukungan PBB ternyata tidak dapat menjamin independensi, ketidakberpihakan dan obyektivitas dari pengadilan luar biasa tersebut.

Sementara itu Timor Leste pun menggunakan sistem internasionalisasi pengadilan domestik dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada tahun 1999. Sebagaimana diketahui, Timor Timur merupakan bekas koloni Portugis, yang menurut Resolusi PBB No. 1542 merupakan wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (non-self governing territory), yang telah diduduki Indonesia selama 24 tahun. Kekerasan yang terjadi selama masa pendudukan telah menarik perhatian masyarakat internasional, terutama dengan maraknya pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang besar. 


Pendudukan tersebut berakhir pada tanggal 25 Oktober 1999, ketika ABRI ditarik dari Timor Timur menyusul hasil jajak pendapat di bawah PBB yang memenangkan pro kemerdekaan dengan suara 78,5%. Ekskalasi kekerasan semakin meluas sejak bulan April 1999 dan mencapai puncaknya setelah hasil jajak pendapat dimumumkan. Pembunuhan, penculikan, perkosaan, perusakan dan pembumihangusan terjadi dalam sekala yang besar dan meluas. 

 
Perwakilan PBB di Timor Timur kemudian merasa perlu untuk melakukan investigasi terhadap seluruh kekerasan yang terjadi di Timor Timur untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Untuk itu dibentuk Komisi Penyelidikan Internasional (International Commission of Inquiry) dan Pelapor Khusus (Special Rapportuer) yang kemudian diturunkan ke Timor Timur. Dari pihak Indonesia diturunkan pula Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP-HAM). Kesemuanya mengidentifikasikan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur meluas dan sistematis dalam serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil Timor Timur, dengan keterlibatan Pemerintah Indonesia di dalamnya, khususnya militer dan polisi. Berdasarkan pengujian tentang adanya dependensi dan kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap kelompok bersenjata dalam Kasus Nicaragua, Pelapor khusus menentukan bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM di Timor Timur tersebut. Dan kedua lembaga internasional tersebut menyerukan agar dibentuk pengadilan internasional untuk mengadilinya. Komisi Penyelidik Internasional kemudian mengusulkan agar pengadilan yang akan dibentuk nanti melibatkan Indonesia dan Timor Timur. Sedangkan Pelapor Khusus PBB mengusulkan bahwa apabila Indonesia gagal untuk menyelidiki keterlibatan militer dalam peristiwa tersebut, maka selayaknya lah dibentuk suatu pengadilan internasional. Pelapor Khusus juga secara bijaksana mengemukakan bahwa sistem peradilan yang ada di Timor Timur waktu itu tidak dapat diharapkan untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus tersebut. Sementara itu Komisi mengusulkan agar kewenangan UNTAET diperluas untuk menyelidiki kasus tersebut, sementara pendirian pengadilan internasional belum direalisasikan. Di pihak lain, Indonesia berjanji bahwa kasus pelanggaran berat HAM pada masa menjelang dan setelah jajak pendapat, akan diselesaikan oleh Pengadilan HAM Indonesia.


UNTAET menangani kasus-kasus kejahatan yang serius berdasarkan Regulation 2000/11 dan Regulation 2000/15. Berdasarkan kedua perangkat tersebut, maka dibentuk Special Panel di Pengadilan Distrik Dili, dengan kewenangan untuk mengadili kasus-kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan dan kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan KUH Pidana Indonesia. Investigasi dilakukan oleh institusi internasional, sedangkan pengadilan di tingkat pertama oleh majelis hakim yang terdiri dari satu hakim Timor Timur dan dua hakim internasional.


Section 4 dari Regulation 2000/15 mencantumkan kejahatan genosida sesuai dengan Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma. Demikian pula hal nya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengenai kejahatan perang, Regulasi tersebut mengikuti Pasal 8 (2) Statuta Roma, termasuk 4 kategori kejahatan perang. Untuk tindak pidana penyiksaan dapat dituduhkan baik secara tersendiri maupun dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida ataupun dalam kerangka  kejahatan perang. Sedangkan untuk pembunuhan dan kejahatan sexual yang terjadi antara tanggal 1 Januari 1999 sampai dengan 25 Oktober digunakan KUH Pidana Indonesia. Sebagaimana hal nya dalam praktek peradilan internasional Regulasi ini pun menganut prinsip individual criminal responsibility dan prinsip no-superior order yang mengenyampingkan asas dari pasal 51 KUH Pidana Indonesia.


Demikian pula halnya dengan Sierra Leone yang membentuk Pengadilan Khusus untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1996 hingga sekarang sebagai akibat dari perang saudara yang terjadi di negeri tersebut, antara pasukan Pemerintah dan Revolutionary United Front (URF). Walaupun telah dicapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, namun RUF melakukan penyerangan dan penculikan  terhadap personil pasukan perdamaian PBB. Negara ini pun dihadapkan kepada dua pilihan antara pembentukan pengadilan internasional atau dengan menggunakan forum pengadilan nasional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Pembentukan pengadilan internasional kurang mendapat perhatian dari masyarakat internasional karena kesulitan dalam pendanaan, sementara sistem peradilan nasional menghadapi banyak kendala sebagaimana yang terjadi di Kamboja maupun Timor Leste. 


Atas dasar itu kemudian Dewan Keamanan PBB mengadakan perundingan dengan Pemerintah, guna menemukan jalan terbaik dalam mengadili pelaku kejahatan pada masa perang saudara tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan pengadilan khusus yang terpisah dengan sistem peradilan pidana Sierra Leone, yang dikelola bersama oleh kedua belah pihak. Dalam Statutanya disebutkan bahwa Pengadilan Khusus tersebut dimaksudkan untuk mengadili  orang-orang yang paling bertanggung jawab dalam kekejaman yang terjadi, yang telah menghalangi proses perdamaian di Sierra Leone. Pengadilan tersebut akan mengadili antara 25 sampai 30 orang, termasuk pelaku yang masih di bawah umur. Pada perkembangan selanjutnya disepakati pula bahwa pengadilan dapat mengadili anggota pasukan pemeliharaan perdamaian (peace keeping force) yang melakukan pelanggaran apabila negara pengirim tidak mengadilinya. 


Pengadilan khusus ini memilik yurisdiksi untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan serius terhadap common article 3 dan Protokol Tambahan II, pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan ketentuan-ketentuan tertentu dari hukum Sierra Leone. Umumnya kesemua substansi pasal-pasalnya diadopsi dari Statuta ICC, ICTY dan ICTR. Yurisdiksi Pengadilan ditentukan untuk peristiwa sejak tanggal 30 November 1996, yang merupakan tanggal penandatangan Perjanjian Perdamaian Abidjan. Namun karena konflik berlangsung terus maka tidak ditentukan tanggal terakhirnya (cut-off date). 

Kekhususan dari Satuta ini adalah adanya aturan tentang penyerangan terhadap personil pasukan pemeliharaan perdamaian, yang diilhami dari the Convention on Safety of UN and Associated Personnel  1994 dan juga telah diatur di dalam Statuta ICC. Disamping itu ada pendapat bahwa perlindungan terhadap mereka telah menjadi hukum kebiasaan internasional, karena mereka termasuk ke dalam kelompok penduduk sipil. Hal ini diperlukan karena pada Konflik di Sierra Leone seringkali dilakukan penyerangan dan penculikan terhadap personil pasukan penjaga perdamaian ini. Statuta ini pun ada ketentuan khusus tentang kekejaman yang dilakukan oleh serdadu anak-anak (child soldier).

Penutup


Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setidak-tidaknya ada tiga bentuk mekanisme pengadilan yang dapat ditempuh untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, yang dikategorikan sebagai kejahatan paling serius. Yang pertama adalah melalui forum mekanisme pengadilan internasional baik yang bersifat ad hoc mapun yang permanen. Yang kedua adalah melalui forum pengadilan nasional seperti Indonesia, dan yang ketiga adalah dengan sistem hybrid court atau internationalized of domestic tribunals. 


Walaupun pilihan yang terakhir baru merupakan suatu eksperimen dalam mewujudkan keadilan global dalam rangka mengakhiri impunitas, namun beberapa pelajaran penting dapat ditarik. Dalam upaya untuk membenahi legislasi peradilan nasional untuk menangani perkara pelanggaran berat HAM, khususnya UU 26/2000, maka yurisdiksi pengadilan HAM harus meliputi kejahatan perang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 berikut Protokol tambahannya. Disamping itu dapat diadopsi beberapa ketentuan konvensi-konvensi internasional yang relevan, dan dalam hal-hal tertentu dapat pula diadopsi ketentuan-ketentuan dari KUH Pidana. Diterapkannya sistem partisipasi internasional dengan menggunakan kombinasi hakim nasional dan internasional mungkin sulit untuk diterapkan karena alasan kedaulatan dan nasionalisme. Disamping itu pada kenyataannya sistem peradilan Indonesia masih exist, tidak dapat dikatakan sudah collapse, 


Namun apabila dalam perjalanannya kelak UU No. 26 tentang Pengadilan HAM hambatan-hambatan untuk mewujudkan keadilan sulit untuk dihilangkan, kiranya pelajaran dari internationalized of domestic tribunals dapat dijadikan bahan pertimbangan, demi tegaknya keadilan universal.

